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KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR   122/HUK/2026 

TENTANG 
DATA NASIONAL PENYANDANG DISABILITAS 

 
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jumlah 

penyandang disabilitas secara nasional,  perlu dilakukan 

peninjauan kembali terhadap data nasional penyandang 
disabilitas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan 

Menteri Sosial Nomor 153/HUK/2025 tentang Data 
Nasional Penyandang Disabilitas; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri 
Sosial tentang Data Nasional Penyandang Disabilitas; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5294);  

4. Peraturan  Presiden  Nomor  162  Tahun  2024 tentang 

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 270) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan  Presiden Nomor 22 Tahun 2026 
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162  
Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42); 
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data Penyandang 
Masalah dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 567); 
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6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 439); 
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 
Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2026 Nomor 472);  

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang 

Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan 
Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan 

Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan 
Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 
Nomor 403); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG DATA NASIONAL 
PENYANDANG DISABILITAS.  

 
KESATU : Menetapkan data nasional penyandang disabilitas berjumlah 

2.447.998 (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu 

sembilan ratus sembilan puluh delapan) jiwa. 
KEDUA : Data nasional penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU dipergunakan oleh kementerian/ 
lembaga dan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak 
penyandang disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
KETIGA : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya 

Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial. 
KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan 

Menteri Sosial Nomor 153/HUK/2025 tentang Data Nasional 
Penyandang Disabilitas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat 
kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana 

mestinya. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal   30 Juli 2026 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
ttd 

 

                  SAIFULLAH YUSUF 
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Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 
1. Presiden Republik Indonesia.

2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Kooordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.

5. Menteri Keuangan.
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.
7. Menteri Dalam Negeri.
8. Menteri Kesehatan.

9. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Menteri Ketenagakerjaan.

12. Menteri Hukum.
13. Menteri Hak Asasi Manusia.

14. Kepala Badan Pusat Statistik.
15. Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
16. Komisi Nasional Disabilitas

17. Gubernur di seluruh wilayah Indonesia.
18. Bupati/Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia.


